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Pernyataan Pers Koalisi Perempuan Indonesia  

untuk Peringatan Hari Perempuan Internasional 

“Peningkatan Keterwakilan Perempuan untuk Indonesia lebih baik” 

 

Setiap tanggal 8 Maret, Perempuan di seluruh dunia merayakan Hari Perempuan 

Internasional. Tema yang diusung tahun ini adalah Balance for Better atau Kesetaraan 

untuk (kehidupan yang) lebih baik. Koalisi Perempuan Indonesia berpendapat bahwa 

Kesetaraan Gender, dapat diwujudkan melalui pemberdayaan politik perempuan sehingga 

perempuan tidak menjadi pemain pinggiran dalam Pemilu Serentak 2019. 

The Global Gender Gap Report (2016) menempatkan Indonesia pada urutan ke 72 

(dari 144 negara) dalam bidang pemberdayaan politik. Angka yang cukup rendah ini dapat 

ditingkatkan dengan memanfaatkan Pemilu Serentak 2019 sebagai peluang untuk 

meningkatkan keterwakilan perempuan. Untuk itu, diperlukan dukungan partai politik bagi 

calon anggota legislative perempuan, serta pendidikan politik kritis bagi perempuan pemilih. 

Pada akhirnya pemberdayaan politik dan keterwakilan perempuan mampu meningkat 

perbaikan hidup perempuan Indonesia.  

 Putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 7.968 daftar calon tetap (DCT) 

anggota DPR RI untuk Pemilu 2019, dan calon perempuan berjumlah 40, 08 persen. 

Namun, agar perempuan terpilih partai politik perlu melakukan penyiapan calon-calon 

anggota legislative perempuan secara sistematis agar dapat memenangkan suara pemilih. 

Baik tentang system pemilu, cara penghitungan suara, maupun strategi kampanye yang 

efektif. Di masa kampanye ini, partai politik  selayaknya memberikan dukungan logistik dan 

sumberdaya untuk melakukan kampanye, serta mengawal suara calon anggota legislatif 

perempuan di Tempat-tempat Pemungutan Suara (TPS) dan internal Partai.  

 Di sisi lain, peningkatan keterwakilan politik perempuan dapat dicapai jika pemilih 

memberikan suaranya untuk perempuan secara kritis. Perempuan merupakan pemilih 

potensial karena berjumlah lebih dari 50 persen dalam Data Pemilih Tetap (DPT). Namun 

suara perempuan rentan menjadi target kecurangan, antara lain mendapatkan intimidasi 

jika tidak memilih calon tertentu, menjadi korban politik uang, maupun diminta memilih di 

beberapa TPS.  

Untuk itu pemberdayaan politik melalui pendidikan pemilih kritis menjadi penting untuk 

dilakukan di masa kampanye ini. Sebelum hari pemungutan suara, pemilih perempuan perlu 

mengenali calon-calon anggota legislatif: DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan 

DPD yang berasal dari daerah pemilihannya, mendapatkan pengetahuan yang cukup 

tentang tata cara memberikan suara di TPS, serta menjaga kemandiriannya dalam 

menentukan pilihan.  
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Selain itu perempuan penting mengawal suara calon-calon anggota legislative 

perempuan. Koalisi Perempuan Indonesia telah mengumpulkan 1.235 perempuan dari 17 

provinsi yang akan menjadi pemantau pemilu di TPS masing-masing. Hal ini tentu jauh dari 

kebutuhan pemantauan di seluruh TPS yang berjumlah 809.500 TPS. Namun setidaknya, 

perempuan akan mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara, khususnya 

untuk mengawal suara calon legislative perempuan.  Sehingga tidak terjadi kecurangan dan 

pencurian suara bagi caleg perempuan.  

Koalisi Perempuan Indonesia telah turut aktif melakukan pemberdayaan politik bagi 

perempuan, telah mendorong terciptanya kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan. 

Di akar rumput, perempuan—perempuan yang mendapatkan pendidikan tentang hak-hak 

politiknya, telah mengawal pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Terutama memastikan agar perempuan miskin dan terpinggirkan mendapatkan jaminan 

kesehatan dengan bantuan iuran dari pemerintah. Di Indramayu dan Bengkulu, perempuan-

perempuan yang menyadari persamaan hak-haknya sebagai warga Negara menjadi 

pemohon Judicial Review UU Perkawinan untuk menaikkan batas usia perkawinan 

perempuan. Kemudian, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini untuk sebagian, 

dan membuka peluang perubahan batas minimal usia perkawinan perempuan.   

Koalisi Perempuan Indonesia senantiasa mengupayakan tercapainya kesetaraan gender 

di Indonesia. Koalisi Perempuan Indonesia percaya, bahwa kesetaraan gender dapat dicapai 

dengan peningkatan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan. Oleh 

karenanya, dalam menyongsong Pemilu Serentak, perempuan perlu memastikan peran 

serta aktifnya, dan menolak menjadi pemain pinggiran. Golput bukanlah pilihan untuk 

menaikan keterwakilan perempuan di parlemen.  

 

Selamat Hari Perempuan Internasional.  

Jakarta, 8 Maret 2019 

       

Dian Kartikasari      Dian Aryani 

Sekretaris Jenderal      Koord Presidium Nasional 

 


